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KATA  PENGANTAR
 
Syukur Alhamdulillah senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia- Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini guna memenuhi tugas kelompok mata kuliah AIK III dengan judul “ MUHAMMADIYAH SEBAGAI GERAKAN POLITIK “
Kami menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini tidak terlepas dari ilmu-ilmu yang telah Bapak Imamul Hakim, Se., M.Sh selaku dosen pengampu sehingga makalah ini dapat terselesaikan tepat waktu. Kami juga menyadari bahwa makalah ini jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu kami selaku penulis mengharapkan segala bentuk kritik disertai saran yang membangun agar bisa menjadi lebih baik untuk kedepannya.
 
 
Malang, 23 Desember 2021
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW. sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah secara etimologis berarti pengikut nabi Muhammad, karena berasal dari kata Muhammad, kemudian mendapatkan ya nisbiyah, sedangkan secara terminologi berarti gerakan Islam, dakwah amar ma’ruf nahi mungkar dan tajdid, bersumber pada al-Qur’an dan as-Sunnah. Berkaitan dengan latar belakang berdirinya Muhammadiyah secara garis besar faktor penyebabnya adalah pertama, faktor subyektif adalah hasil pendalaman KH. Ahmad Dahlan terhadap al-Qur’an dalam menelaah, membahas dan mengkaji kandungan isinya. Kedua, faktor obyektif  di mana dapat dilihat secara internal dan eksternal. Secara internal ketidakmurnian amalan Islam akibat tidak dijadikannya al-Qur’an dan as-Sunnah sebagai satu-satunya rujukan oleh sebagiab besar umat Islam Indonesia. Pada 18 November 1912 M Muhammadiyah lahir sebagai gerakan Islam modernis terbesar di Indonesia, yang melakukan perintisan atau kepeloporan pemurnian sekaligus pembaruan Islam di Indonesia. 
Muhammadiyah adalah Gerakan Islam yang melaksanakan da’wah amar ma’ruf nahi munkar dengan maksud dan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah berpandangan bahwa Agama Islam menyangkut seluruh aspek kehidupan meliputi aqidah, ibadah, akhlaq, dan mu’amalat dunyawiyah yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan harus dilaksanakan dalam kehidupan perseorangan maupun kolektif. Dengan mengemban misi gerakan tersebut Muhammadiyah dapat mewujudkan atau mengaktualisasikan Agama Islam menjadi rahmatan lil-’alamin dalam kehidupan ini. Muhammadiyah adalah gerakan keagamaan yang bertujuan menegakkan agama Islam ditengah-tengah masyarakat, sehingga terwujud masyarakat Islam sebenar-benarnya.
Islam sebagai agama terakhir, tidaklah memisahkan masalah rohani dan persoalan dunia, tetapi mencakup kedua segi ini. Sehingga Islam yang memancar ke dalam berbagai aspek kehidupan tetaplah merupakan satu kesatuan suatu keutuhan. Pembaharuan Islam sebagai satu kesatuan inilah yang ditampilkan Muhammadiyah itu sendiri. Sehingga dalam perkembangan sekarang ini Muhammadiyah menampakkan diri sebagai pengembangan dari pemikiran perluasan gerakan-gerakan yang dilahirkan oleh KH. Ahmad Dahlan sebagai karya amal shaleh.
Usaha pembaharuan Muhammadiyah secara ringkas dapat dibagi ke dalam tiga bidang 
Garapan yaitu bidang keagamaan, Pendidikan, dan kemasyarakatan. 

	Muhammadiyah sebagai gerakan atau organisasi besar di Indonesia telah mampu mencapai berbagai bidang atau sektor. Selain dari tiga bidang pokok yakni keagamaan, pendidikan dan kemasyarakatan Muhammadiyah juga turut andil dalam dunia politik di Indonesia. Karena sudah terbentuk pada waktu yang sangat lama organisasi keagamaan ini telah mewarnai dunia politik Indonesia, mulai dari perjuangan merebut kemerdekaan hingga pergantian berbagai rezim pemerintahan. Dari Orde Lama, Orde Baru, reformasi hingga keadaan politik Indonesia saat ini. Definisi politik itu sendiri adalah kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut penentuan tujuan dari sistem tersebut dan bagaimana cara mencapai tujuan. Sebagai organisasi keagamaan Muhammadiyah tidak semata-mata dijalankan atau dibentuk sebagai organisasi politik namun Muhamaadiyah berusaha berkontribusi dan mengabdi pada bangsa Indonesia, memajukan negara Indonesia, mengikuti perkembangan peraturan dan perkembangan zaman tanpa mengesampingkan kaidah-kaidah Islam. Disisi lain dalam kontribusinya di bidang politik Muhammadiyah juga tetap berpegang teguh pada dasar negara Indonesia yakni Pancasila dan juga pada Undang-Undang Dasar yang berlaku di Indonesia. 



1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas maka topik bahasan yang dapat diulas adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana pergumulan Muhammadiyah di ranah politik?
2. Apa kontribusi Muhammadiyah terhadap bangsa?
3. Apa pengertian pancasila sebagai  Dar Al-Ahdi Wa Al-Syahadah High dan Low Politik Muhammadiyah?

































BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Pergumulan Muhammadiyah Di Ranah Politik

[bookmark: _GoBack]Lahirnya Muhammadiyah tidak dikontruks sebagai organisasi politik atau partai politik, tapi sebatas sebagai “gerakan politik”, tergambar dari langkah-langkah yang dilakukan KH. Ahmad Dahlan diawal berdirinya Muhammadiyah, yang banyak menjalin relasi politik dengan banyak pihak. Tercatat KH. Ahmad Dahlan merupakan sosok yang aktif dalam organisasi lain seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam diperiode berikutnya KH. Mas Mansur terlibat dalam pendirian Partai Islam Indonesia (PII)  dan menjabat sebagai ketuanya (1938). pada September 1945 didirikannya Partai Politik Islam Majlis Syura Mulimin Indonesia (Masyumi) dimana Muhammadiyah juga berperan dalam pembentukannya dan menyatakan keluar pada tahun 1959. Muhammadiyah sebagai gerakan politik (political movement) memiliki maksud yaitu pergumulan dan keterlibatan Muhamadiyah dikancah perpolitikan bangsa Indonesia sejak zaman penjajahan hingga saat ini. Sementara terkait politik, meskipun tak pernah secara mandiri menjadi partai politik, namun dalam sejarahnya Muhammadiyah tak pernah bisa lepas dari urusan politik, tentu politik dalam pengertian nilai, bukan ansich kekuasaan. Pada masa penjajahan Belanda, ketika di satu sisi harus menegakkan Islam berkemajuan, sementara di sisi lain berhadapan dengan Belanda, Muhammadiyah secara cerdas berhasil memanfaatkan institusi-institusi penjajah untuk dijadikan sebagai sarana bagi upaya mencerdaskan masyarakat. Pendekatan ini berbeda dengan gerakan atau organisasi keagamaan lainnya, yang menolak bekerjasama dengan Belanda, termasuk menerapkan model pendidikan khas penjajah sebagai sarana pencerdasan masyarakat. Alfian menyebut bahwa strategi yang dipakai Muhammadiyah dalam memasarkan model Islam berkemajuan sebagai bentuk pemahaman Islam yang toleran (tasamuh) dan moderat (tawasuth) dari Kiai Dahlan terhadap kaum non-Muslim. Kiai Dahlan juga dikenal sebagai kiai yang tepo seliro. Kiai Dahlan misalnya menjalin hubungan dekat dengan KH. Hasyim Asy’ari (NU) dan berkawan dengan beberapa orang Ahmadiyah. Sikap Kiai Dahlan ini menjadi pijakan politik Muhammadiyah.
 Tentu politik di sini dipahami dalam dinamika relasi antara paham keagamaan Muhammadiyah dengan realitas politik yang terjadi di jamannya. Muhammadiyah misalnya pernah menunjukkan sikap akomodatifnya terhadap Belanda, namun juga bisa bersikap anti-Belanda, seperti ditunjukkan saat Belanda mulai memperlakukan dan bersikap negatif terhadap Islam. Muhammadiyah juga mengkritik Ordonansi Guru dan ordonansi lainnya, terlebih yang mencampuri urusan umat Islam.  Muhammadiyah menemukan sejumlah sikap Belanda yang diskriminatif dan anti Islam, seperti dukungan Belanda, terutama dalam hal pemberian subsidi yang begitu besar kepada Kristen, bila dibandingkan dengan misalnya, subsidi yang diterima Muhammadiyah. Penyebab posisi Muhammadiyah yang selalu bersinggungan dengan politik, bisa karena mencoba menghimpitkan diri dengan politik atau juga sebaliknya, karena realitas politik yang kerap memaksa dan menuntut Muhammadiyah harus menghimpitkan diri dengan politik. Inilah yang menyebabkan Muhammadiyah selalu saja tidak bisa lepas dari politik. Posisi politik seperti ini, kerap memunculkan dilema bagi Muhammadiyah. Sehingga, relasi Muhammadiyah dan politik pun kerap berlangsung tidak ajeg dan penuh dinamika. Terkadang relasi yang dibangunnya mencoba menjaga jarak (keep close) yang sama dengan semua kekuatan politik yang ada, namun ada kalanya pula mencoba menjaga kedekatan yang sama (keep distance) dengan semua kekuatan politik yang ada. Bahkan pada periode 1947-1959, Muhammadiyah pernah menjadi bagian yang tak terpisahkan dan menempati posisi yang cukup penting dalam Partai Masyumi. Selama periode 1912-1926, Muhammadiyah tegas menyebut diri bukan sebagai organisasi politik. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa guratan-guratan wajah politik Muhammadiyah tampak begitu nyata. Posisi politik Muhammadiyah tergambar dari putusan Khittah Ponorogo 1969 dan Khittah Ujungpandang 1971, yang sangat beraroma politik. Isi Khittah 1969 yang merupakan hasil Tanwir Ponorogo, terutama poin 5-9, isinya sangat beraroma politik: Poin 5: Muhammadiyah sebagai organisasi memilih dan menempatkan diri sebagai “Gerakan Islam dan Amar Makruf Nahi Munkar dalam bidang masyarakat”. Sedang untuk alat perjuangan dalam bidang politik kenegaraan (politik praktis), Muhammadiyah membentuk satu partai di luar organisasi Muhammadiyah. Poin 6: Muhammadiyah harus menyadari bahwa partai tersebut adalah merupakan obyeknya dan wajib membinanya. Poin 7: Antara Muhammadiyah dan partai tidak ada hubungan organisatoris, tetapi tetap mempunyai hubungan ideologis. Poin 8: Masing-masing berdiri dan berjalan sendiri-sendiri, tetapi dengan saling pengertian dan menuju tujuan yang satu. Poin 9: Pada prinsipnya tidak dibenarkan adanya perangkapan jabatan, terutama jabatan pimpinan antara keduanya, demi tertibnya pembagian pekerjaan. Relasi Muhaamdiyah dengan parpol sebenarnya terbilang cukup jelas karena muhammadiyah secara historis tidak boleh berpolitik praktis. Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah mencakup seluruh bidang kehidupan termasuk politik. Sejak sidang Tanwir di Denpasar pada tahun 2001 Muhammadiyah bertekad mengintensifkan politik kebangsaan sehingga Muhammadiyah tetap terlibat dalam politik. Secara hostoris, politik yang melekat pada Muhammadiyah adalah politik kebangsan  yang sering disebut dengan politik amar ma’ruf nahi munkar yang berarti mengajak ke kebaikan dan mencegah kemungkaran. 



2.2 Kontribusi Muhammadiyah Terhadap Bangsa

Kontribusi Muhammadiyah dibuktikan dengan peran kadernya dalam merumuskan dasar Pancasila. Sederetan nama KH. Kahar Muzzakir, Kasman Singodimejo, dan ki Bagus Hadikusumo adalah founding father yang sangat memahami kemajemukan “kebhinekaan” masyarakat Indonesia. Pada masa kemerdekaan, Muhammadiyah juga telah secara nyata memberikan sumbangsih riil dalam segala bidang; pendidikan, kesehatan, sosial dan politik. Selain mewakafkan kader-kadernya yang tersebar diberbagai bidang garab kenegaraan, tak terbantahkan, juga berkontribusi membantu bangsa. Tercatat pada data terakhir, dibidang pendidikan tercatat 10. 381 sekolah yang terdiri atas TK atau PTQ berjumlah 4623, SD/MI 2.604, SMP/MTS 1772, SMA/sMK/MA 1143; Ponpes 67 dan 172 Perguruan Tinggi.
Keseluruhan amal usaha yang dimiliki Muhammadiyah dalam bidang pendidikan ini tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari Aceh hingga Papua. Dibidang kesehatan tercatat sebanyak 72 Rumah Sakit, belum lagi Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin. Dibidang sosial ratusan panti asuhan, panti jompo, panti tuna netra, panti wreda, dan rehabilitasi dampak narkoba. Dalam politik Muhammadiyah juga senantiasa berkontribusi positif secara inten terhadap negara dalam bentuk saran, usul agar penyelenggaraan negara tetap pada rel cita-cita dan tujuan mulia kemerdekaan, yang dalam perspektif Muhammadiyah sebagai amanat umat dan amanat bangsa. Di masa sekarang ini pemimpin-pemimpin Muhammadiyah juga menyerukan kepada seluruh kader-kader Muhammadiyah yang ada di seluruh negeri untuk berperan aktif di bidang politik ini. Kiprah Muhammadiyah dalam bidang politik sudah bisa dilihat sejak organisasi ini berdiri yang tentunya telah mengalami pasang surut, proses kontribusi politik Muhammadiyah antara lain adalah sebagai berikut, pada 18 November 1921 Muhammad Darwis atau KH Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, organisasi keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan dan dakwah. Pada 22 Agustus 1914 Gubernur Jenderal Belanda mengesahkan berdirinya Muhammadiyah. Tanggal 7 November 1945 Tokoh-tokoh Muhammadiyah bersama Nahdlatul Ulama (NU), Perikatan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam mendirikan Partai Madjelis Sjuro Moeslimin Indonesia (Masyumi) Partai ini berideologi Islam. Namun pada 5 April 1952 NU keluar dari Masyumi. Pada tahun 1955 Masyumi menjadi pemenang kedua dalam Pemilihan Umum 1955 dengan memperoleh 20,9 persen suara, di bawah Partai Nasional Indonesia yang meraih 22,3 persen suara. Tetapi pada tahun 1960 Pemerintah melarang Partai Masyumi. Tanggal 19 Oktober 1964 Muhammadiyah ikut bergabung dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya. Selanjutnya pada tahun 1968 Tokoh-tokoh Muhammadiyah mendirikan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Di tahun 1971 Hasil muktamar Muhammadiyah ke-38 di Ujung Pandang memutuskan organisasi berfokus pada gerakan dakwah Islam. Tanggal 23 Agustus 1998 Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Amien Rais, mendirikan Partai Amanat Nasional (PAN). Partai ini mengikuti pemilu pertama kali pada 1999 dengan memperoleh 34 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. PAN memiliki 48 kursi di DPR periode 2014-2019. Pada bulan Desember 2004 Sidang tanwir Muhammadiyah di Nusa Tenggara Barat merekomendasikan perlunya organisasi membentuk partai politik. Kemudian pada 16 Desember 2006 Tokoh-tokoh muda Muhammadiyah mendirikan Partai Matahari Bangsa (PMB). PMB ikut dalam Pemilu 2009, tapi gagal mengikuti pemilu berikutnya.



2.3 Pancasila Sebagai Dar al-ahdi Wa al-syahada High dan Low Politik Muhammadiyah

Dalam arti luas, Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah bermakna bahwa setiap kelompok harus berlomba-lomba meraih kemajuan dan keunggulan berdasarkan etika sportifitas. penekanan Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah memiliki tujuan untuk memberikan pedoman bagi para aktivis, kader, dan simpatisan Muhammadiyah mengenai hubungan negara dan persyarikatan. selain itu juga sebagai fondasi pertahanan ideologis, alat harmonisasi politik, dan manifestasi intelektual dan politik yang menekankan pentingnya nasionalisme kebangsaan. Dengan adanya konsep Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah, Muhammadiyah telah berhasil menemukan titik temu antara keislaman dan kehidupan berbangsa. Muhammadiyah sadar, jika agama Islam harus menjadi ruh spiritual dalam kehidupan bernegara. Namun juga tidak menafikkan jika dalam berbangsa Indonesia juga mendapati sebuah kenyataan “Bhineka Tunggal Ika”. Singkatnya Muhammadiyah telah berhasil membangun watak anak bangsa sebagai seorang muslim sekaligus sebagai penduduk tanah air.



BAB III
PENUTUP

Sebagai organisasi atau gerakan keagamaan Muhammadiyah telah berusaha berkontribusi kepada Indonesia dalam berbagai bidang, tak terkecuali pada bidang politik. Kontribusi Muhammadiyah pada bidang ini bukanlah pada waktu yang singkat atau baru dilakukan oleh Muhammadiyah melainkan sudah dilakukan sejak Indonesia belum merdeka. hal ini dibuktikan dengan kontribusi pendiri Muhammadiyah dalam perumusan dasar negara yang terus berlanjut hingga saat ini tokoh-tokoh politik Inodnesia merupakan bagian dari Muhammadiyah. Sebagai organisasi keagamaan Muhammadiyah tentu saja tidak bisa terlalu condong ke arah politik, hal ini juga menjadi salah satu problem yang dialami Muhammadiyah dan menjadi momen naik turunnya organisasi ini. namun hal ini tidak menjadi problema berkelanjutan karna Muhammadiyah memiliki ideologi tersendiri yang memposisikan diri  dengan cara berpolitik sebagai warga negara Indonesia tanpa mengesampingkan syariat-syariat Islam yang berlaku hal ini bertujuan untuk membangun watak warga negara sebagai seorang muslim sekaligus penduduk tanah air yang baik. 
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